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Abstract

The use of alternative routes by truck drivers in Srumbung, Magelang, raises ethical and social questions
regarding the boundaries between individual freedom and collective responsibility. This study aims to
analyze such actions through Herbert Marcuse’s theory of repressive tolerance and employs a critical
qualitative approach grounded in four analytical principles: (1) true freedom involves awareness of social
impact; (2) unreflective freedom reinforces structural domination; (3) personal actions must consider
social justice; and (4) individual rights are limited by collective rights. These four principles serve as
analytical tools to examine the phenomenon of logistical system domination over rural community spaces.
The findings reveal that individual actions perceived as free actually operate within constructed power
structures and the pressures of capitalist efficiency. Such actions tend to ignore broader social structures
and reinforce existing inequalities. This article emphasizes the importance of critical reflection on personal
choices to uphold social justice in shared spaces.

Keywords: true freedom, social justice, structural domination, collective rights, Marcuse, public space,
Srumbung

PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan jalur alternatif oleh sopir truk di wilayah Srumbung, Magelang, tidak
dapat hanya dipahami sebagai tindakan pragmatis dalam merespons hambatan teknis seperti
kemacetan atau efisiensi waktu tempuh. Di balik tindakan yang tampak individual ini,
tersembunyi struktur kekuasaan sistemik yang lebih luas. Herbert Marcuse (1964) dalam teorinya
mengenai repressive tolerance dan masyarakat satu dimensi, menyatakan bahwa kebebasan yang
diidealkan dalam masyarakat modern sering kali hanya bersifat semu yakni kebebasan yang
dibentuk, dikendalikan, dan ditoleransi oleh sistem dominan demi melanggengkan status quo.
Dalam kerangka ini, tindakan sopir truk yang memilih jalur desa merupakan refleksi dari tekanan
sistem logistik kapitalistik yang menanamkan nilai efisiensi tanpa menyertakan kesadaran sosial
terhadap dampaknya.

Menurut Lefebvre (1991), ruang sosial tidaklah netral, melainkan hasil dari produksi
kekuasaan dan ideologi yang berlangsung secara historis. Maka, ketika jalur desa digunakan
sebagai jalur alternatif truk berat, hal tersebut merupakan bentuk okupasi ruang oleh logika
ekonomi. Soja (2010) menyebut fenomena ini sebagai bentuk ketidakadilan spasial, yakni
ketimpangan dalam akses, distribusi, dan kontrol terhadap ruang. Dalam perspektif ini, tindakan
sopir truk tidak lagi bersifat otonom, tetapi beroperasi dalam jaringan kekuasaan yang kompleks
sebuah “sistem dominasi” yang dibungkus dalam jargon kebebasan.

Marcuse (1964) secara tegas mengkritik masyarakat modern karena menciptakan individu
yang “bebas” dalam pilihan, namun kehilangan kemampuan reflektif terhadap nilai dan struktur
yang membentuk pilihannya. Bauman (2000) menambahkan bahwa dalam masyarakat modern
cair (liquid modernity), tindakan individu kehilangan landasan etis karena tercerabut dari ikatan
sosial yang kolektif. Hal ini diperparah dengan kecenderungan sistem kapitalistik untuk
mereduksi kebebasan menjadi sekadar kebebasan konsumtif dan instrumental, seperti efisiensi
dalam distribusi barang (Harvey, 2003). Dalam hal ini, tindakan sopir truk dapat dipahami
sebagai representasi dari logika instrumental semata, yang mengabaikan struktur sosial dan
ekologis desa.
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Di negara Indonesia, Novianto dan Purwanta (2022) menjelaskan bahwa kesadaran
masyarakat telah lama dikonstruksi melalui pendidikan dan wacana negara yang cenderung
hegemonik. Nilai-nilai lokal yang memprioritaskan harmoni dan tanggung jawab kolektif sering
kali terpinggirkan dalam arus modernisasi dan industrialisasi. Penelitian oleh Nugraha dan
Novianto (2022) juga menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan tergerus
oleh penetrasi logika pasar dan efisiensi ekonomi. Ini memperkuat argumen bahwa tindakan sopir
truk bukanlah semata pilihan bebas, melainkan hasil dari proses internalisasi nilai sistemik yang
mengutamakan produktivitas dan mobilitas barang.

Lebih lanjut, Foucault (1975) menjelaskan bagaimana kekuasaan modern bekerja tidak
hanya secara represif tetapi juga produktif membentuk subjek melalui norma, disiplin, dan
pengawasan. Sopir truk yang diawasi oleh sistem GPS dan target pengiriman berperilaku sesuai
dengan norma efisiensi yang telah diinternalisasi. Mereka tidak lagi mempertanyakan dampak
sosial atau ekologis dari rute yang mereka pilih, karena telah dibentuk menjadi subjek yang patuh
terhadap logika sistem. Mitchell (1995) bahkan menilai bahwa ruang publik kini telah
terdegradasi dari arena diskursif menjadi ruang yang dikendalikan oleh kepentingan privat dan
korporasi.

Kondisi ini menimbulkan problem etika: apakah tindakan individu yang “tidak melanggar
hukum” namun merugikan komunitas lokal dapat dibenarkan? Prinsip kebebasan sejati,
sebagaimana diajukan dalam artikel ini, bukan sekadar kebebasan bertindak, tetapi kebebasan
yang disertai kesadaran akan dampak sosialnya (Novianto & Hadiyanto, 2020). Kebebasan tanpa
kesadaran memperkuat dominasi struktural, sementara tindakan pribadi yang mengabaikan
keadilan sosial dapat memperluas ketimpangan. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan
dan mengkritisi bentuk-bentuk kebebasan yang didorong oleh sistem, agar tidak terjebak dalam
ilusi kebebasan yang justru memperkuat ketidakadilan.

Zizek (2008) memperingatkan bahwa kekerasan sistemik sering kali tersembunyi dalam
tindakan yang dianggap netral. Ketika jalur truk dipaksakan melewati desa, kekerasan itu muncul
dalam bentuk kerusakan jalan, polusi suara, dan ketegangan sosial, meskipun tidak disertai
kekerasan fisik langsung. Young (1990) juga meneckankan bahwa keadilan harus
mempertimbangkan struktur dominasi, bukan sekadar distribusi sumber daya.

Di sisi lain, ruang desa tidak sekadar fisik, melainkan juga simbolik dan sosial. Sennett
(1977) menyatakan bahwa hilangnya ruang publik sebagai ruang interaksi sosial yang otentik
merupakan gejala dari transformasi masyarakat modern menjadi masyarakat pasar. Ketika jalan
desa menjadi jalur logistik, maka ruang komunitas dipaksa tunduk pada logika eksternal yang
mengabaikan nilai lokal dan hak kolektif warga. Hal ini juga diulas oleh Chatterton dan Pusey
(2019), yang menyatakan bahwa neoliberalisme telah menciptakan formasi ruang yang
meminggirkan komunitas lokal demi kelancaran arus kapital.

Menurut Brown dan Green (2015), infrastruktur transportasi yang tidak mempertimbangkan
karakteristik lokal dapat memicu konflik sosial di wilayah rural. Sementara Smith, Kumar, dan
Patel (2018) menunjukkan bahwa proyek infrastruktur sering kali memperbesar ketimpangan
karena tidak dibarengi dengan partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan. Hal ini
menunjukkan bahwa pembangunan fisik tanpa deliberasi sosial justru dapat menciptakan
ketidakadilan spasial (Soja, 2010).

Harvey (2005) menjelaskan bahwa neoliberalisme mendorong fleksibilitas mobilitas kapital
dan tenaga kerja, tetapi mengabaikan hak atas kota dan ruang lokal. Rawls (1971) mengusulkan
bahwa prinsip keadilan harus menempatkan yang paling rentan sebagai pertimbangan utama.
Dalam hal ini, warga desa Srumbung yang terkena dampak langsung perlu ditempatkan sebagai
subjek, bukan objek pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, artikel ini memandang fenomena penggunaan jalur
alternatif oleh sopir truk di Srumbung sebagai titik temu antara kebebasan individu dan represi
sistemik. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji ulang secara kritis tindakan yang tampak bebas,
namun sejatinya merupakan hasil dari tekanan struktural yang kompleks. Dengan
menggabungkan pendekatan teori kritis Marcuse dan perspektif keadilan spasial, tulisan ini
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menawarkan refleksi terhadap pentingnya membangun kebebasan yang sadar dan etis dalam
ruang sosial bersama.

THEORETICAL FRAMEWORK
Teori Repressive Tolerance- H Marcuse

Herbert Marcuse (1964) dalam One-Dimensional Man mengkritik bahwa masyarakat
modern telah menciptakan individu satu dimensi, yaitu individu yang berpikir dan bertindak
sesuai logika sistem dominan tanpa menyadari bahwa pilihan-pilihan yang tampak bebas
sejatinya adalah hasil rekayasa ideologis. Dalam esai “Repressive Tolerance” (1965), ia
menyatakan bahwa toleransi terhadap semua tindakan dan opini tanpa kritisisme justru
memperkuat struktur penindasan.

Marcuse menulis, “Tolerance of the status quo and of aggression is justified in the name of
neutrality, but it results in the suppression of truth” (Marcuse, 1965, p. 109). Dalam konteks
ini, tindakan sopir truk yang memilih jalur alternatif bukanlah manifestasi dari kebebasan
otentik, melainkan bagian dari logika sistem logistik yang didorong oleh efisiensi kapitalistik.
Lebih lanjut, Marcuse menyatakan bahwa kebebasan sejati hanya dapat terwujud apabila
individu memiliki kesadaran kritis terhadap sistem yang melingkupinya. Kebebasan tanpa
kesadaran akan memperkuat dominasi, bukan membebaskan (Marcuse, 1964). Oleh karena itu,
setiap tindakan individu harus dianalisis dalam relasi kekuasaan sosial yang lebih luas.

Produksi Ruang Lefebvre

Henri Lefebvre (1991) dalam The Production of Space menyatakan bahwa ruang bukanlah
entitas netral atau alamiah, melainkan produk sosial-politik yang diciptakan oleh kekuasaan.
Dalam sistem kapitalistik, ruang digunakan untuk kepentingan produksi dan mobilitas modal,
bukan untuk kepentingan warga. Lefebvre menjelaskan bahwa ruang direproduksi melalui
spatial practices, representations of space, dan spaces of representation, yang masing-masing
menunjukkan bagaimana ruang digunakan, dipetakan, dan dialami secara simbolik (Lefebvre,
1991). Dalam konteks Srumbung, jalur truk yang merambah desa adalah contoh bagaimana
ruang desa diproduksi ulang oleh sistem logistik yang berorientasi pada efisiensi ekonomi dan
bukan pada keadilan komunitas.

Dengan demikian, ruang yang seharusnya bersifat kolektif dan kultural telah diubah menjadi
ruang instrumental. Hal ini memunculkan ketegangan antara hak individu (sopir truk) dan hak
kolektif (masyarakat desa), yang sering kali diabaikan dalam kebijakan infrastruktur dan tata
ruang.

Kekuasaan Disipliner Foucault

Michel Foucault (1975) dalam Discipline and Punish menjelaskan bahwa kekuasaan modern
tidak bekerja secara represif semata, tetapi melalui mekanisme pengawasan dan disiplin yang
membuat individu menyesuaikan diri secara otomatis dengan norma sistem. Konsep panopticon
Foucault menggambarkan bagaimana kontrol terhadap individu dapat dilakukan tanpa
kekerasan langsung, melalui pengawasan internal yang membuat individu mengawasi dirinya
sendiri.

Dalam sistem logistik modern, sopir truk berada dalam tekanan target waktu, sistem GPS,
dan evaluasi performa, yang membuat mereka “dipaksa” memilih jalur tercepat, meskipun
merugikan masyarakat lokal. Pilihan tersebut tampak bebas, namun sebenarnya sudah dibentuk
oleh struktur kekuasaan yang terselubung.

Foucault menegaskan, “Power is everywhere... because it comes from everywhere”
(Foucault, 1975). Artinya, kekuasaan bukan hanya berasal dari negara atau perusahaan,
melainkan juga dari relasi sosial sehari-hari yang telah diatur secara sistematis.

Keadilan Spasial Soja dan Tuan
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Edward Soja (2010) memperkenalkan konsep spatial justice, yaitu keadilan yang bukan
hanya dilihat dari distribusi sumber daya, tetapi juga dari akses, representasi, dan hak warga
atas ruang tempat mereka hidup. Soja menyatakan bahwa ketimpangan spasial bukanlah akibat
natural, melainkan hasil keputusan politik dan ekonomi yang berpihak pada mobilitas kapital
dan bukan pada komunitas lokal.

Demikian pula, Yi-Fu Tuan (1977) dalam Space and Place menekankan bahwa ruang (space)
menjadi tempat (place) ketika diisi oleh makna dan relasi manusia. Jika makna itu dirusak oleh
kekuatan luar, maka yang terjadi adalah dehumanisasi ruang. Maka, penggunaan jalur truk
tanpa mempertimbangkan warga adalah bentuk ketidakadilan spasial. Keadilan spasial juga
menyiratkan perlunya hak atas representasi dan partisipasi komunitas dalam pengambilan
keputusan ruang, yang dalam banyak kasus justru diabaikan.

Teori Keadilan Sosial dari Rawls

John Rawls (1971) dalam A Theory of Justice memperkenalkan dua prinsip keadilan: (1)
kebebasan yang setara bagi semua orang, dan (2) ketimpangan sosial hanya bisa dibenarkan
jika menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, tindakan sopir truk
mungkin menguntungkan sistem logistik, tetapi merugikan komunitas desa Srumbung yang
tidak ikut merumuskan aturan permainannya.

Iris Marion Young (1990) dalam Justice and the Politics of Difference mengkritik Rawls
dengan menambahkan dimensi struktural dan kultural dalam pemahaman keadilan. Ia
menekankan pentingnya ‘keadilan sebagai non-dominasi”, yaitu keadilan yang menolak
marginalisasi simbolik, eksklusi politik, dan penindasan struktural terhadap kelompok tertentu.

Young menyatakan bahwa keadilan tidak bisa dicapai hanya melalui distribusi sumber daya,
tetapi melalui pengakuan terhadap identitas, partisipasi, dan kekhasan kelompok (Young,
1990). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang mengabaikan suara masyarakat lokal
adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus ditolak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan metode Analisis Wacana
Kritis (AWK) sebagai kerangka utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap relasi
kuasa yang tersembunyi di balik praktik bahasa dan tindakan sosial, khususnya dalam konteks
penggunaan jalur alternatif oleh sopir truk di kawasan Srumbung. AWK memungkinkan peneliti
tidak hanya membaca teks sebagai representasi realitas, tetapi sebagai praktik sosial yang
membentuk dan dibentuk oleh struktur ekonomi-politik. Dengan demikian, penelitian ini
berupaya menelaah bagaimana narasi tentang “kebebasan”, “efisiensi distribusi”, dan “akses
jalan” dikonstruksi, disirkulasikan, serta dilegitimasi melalui interaksi antara negara, pasar
logistik, dan aktor individu.

Mengacu pada Fairclough (1995), Analisis Wacana Kritis bertujuan membongkar makna-
makna yang tersembunyi dalam teks dan ujaran yang secara sadar maupun tidak sadar
mereproduksi relasi kekuasaan dalam masyarakat. Model tiga dimensi Fairclough—teks (text),
praktik diskursif (discursive practice), dan praktik sosial (social practice)—digunakan untuk
menganalisis bagaimana bahasa bekerja pada level mikro (pilihan diksi, metafora, struktur
kalimat), meso (proses produksi dan konsumsi wacana), serta makro (struktur sosial dan ideologi
yang melingkupinya). Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks historis, ekonomi, dan
kebijakan transportasi dalam memaknai praktik penggunaan jalur alternatif sebagai bagian dari
dinamika kapitalisme logistik kontemporer.

Lebih lanjut, Fairclough memperkenalkan konsep synthetic personalisation, yakni
strategi diskursif yang menghadirkan kebijakan atau kepentingan struktural seolah-olah bersifat
personal, dekat, dan berpihak pada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, narasi “jalur
alternatif untuk memperlancar distribusi” atau “demi kepentingan bersama” dapat dibaca sebagai
bentuk personalisasi semu yang menutupi dampak sosial terhadap warga desa. Wacana efisiensi
ekonomi diproduksi sebagai kebenaran yang netral, padahal beroperasi dalam kerangka
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rasionalitas kapitalistik yang memprioritaskan arus barang dibanding keberlanjutan ruang hidup
masyarakat lokal.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah konstruksi wacana mengenai penggunaan jalur
alternatif oleh sopir truk di kawasan Srumbung, baik yang termuat dalam dokumen kebijakan
pemerintah daerah, pemberitaan media lokal, maupun narasi yang berkembang di kalangan warga
dan sopir truk. Data penelitian diperoleh melalui tiga sumber utama: (1) analisis dokumen
kebijakan dan regulasi terkait pembatasan atau pengalihan jalur transportasi; (2) analisis teks
media lokal dan pernyataan pejabat publik; serta (3) wawancara mendalam dan observasi
partisipatif terhadap warga terdampak dan sopir truk sebagai aktor lapangan.

Analisis dilakukan secara bertahap dengan memetakan tema-tema dominan, metafora
kunci, serta pola argumentasi yang digunakan untuk membenarkan praktik penggunaan jalur
alternatif. Selanjutnya, temuan pada level teks dihubungkan dengan praktik produksi dan
distribusi wacana, serta ditempatkan dalam konteks struktur ekonomi-politik regional. Melalui
pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan konflik kepentingan, tetapi juga
mengkritisi bagaimana bahasa menjadi instrumen legitimasi atas praktik yang berimplikasi pada
ketimpangan ruang sosial dan marginalisasi warga desa.

HASIL PENELITIAN
Ruang Social Sebagai Korban Mobilitas Logistic

Jalur alternatif yang dilintasi truk-truk logistik di kawasan Srumbung, Magelang, telah
mereduksi ruang sosial desa menjadi sekadar jalur fungsional untuk transportasi industri. Warga
kehilangan ruang aman untuk beraktivitas harian, mulai dari anak-anak yang kesulitan bermain
di tepi jalan, hingga ibu-ibu yang merasa terancam keselamatannya saat berbelanja atau bekerja
di sawah. Fenomena ini menguatkan teori Henri Lefebvre (1991) bahwa ruang bukanlah entitas
netral, melainkan hasil produksi kekuasaan, di mana kekuatan ekonomi dan politik menentukan
siapa yang berhak menggunakan ruang dan untuk apa. Dalam konteks Srumbung, ruang desa
dikooptasi oleh wacana efisiensi distribusi logistik nasional, yang menjadikan desa hanya sebagai
titik singgah.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa aktivitas truk-truk besar yang
melintasi jalur alternatif di Desa Srumbung mengubah struktur sosial spasial secara drastis. Jalan
yang dahulu menjadi ruang interaksi social seperti arena bermain anak-anak, lokasi berkumpul
warga, atau tempat berdagang informal telah bergeser menjadi koridor lalu lintas industri.
Transformasi ini mencerminkan bentuk hegemoni kapital atas ruang, sebagaimana disampaikan
oleh Lefebvre (1991) bahwa ruang tidak netral, ia dikonstruksi dan direproduksi oleh kekuatan
ekonomi dan politik dominan.

Brown & Green (2015) dan Smith et al. (2018) menegaskan bahwa infrastruktur
transportasi kerap menjadi instrumen kekuasaan negara dan pasar dalam menegaskan kontrol atas
wilayah pedesaan. Dalam kasus Srumbung, ruang yang awalnya bersifat komunal justru
dikolonisasi menjadi ruang fungsional ekonomi yang melayani kepentingan eksternal. Dovey
(2010) menyebutkan bahwa dalam lanskap kapitalistik, kekuasaan bekerja melalui desain dan
fungsi ruang yang mempersempit gerak sosial warga.

Harvey (2005) juga mengkritisi bahwa neoliberalisme mengedepankan mobilitas modal
sebagai parameter utama pembangunan, tanpa mengindahkan nilai-nilai komunal yang melekat
dalam ruang desa. Dengan demikian, jalur logistik bukan sekadar infrastruktur, melainkan
manifestasi kekuasaan neoliberal yang mengasingkan warga dari ruang hidupnya sendiri.

Narasi Kebangsaan Yang Mengaburkan Dominasi

Dalam narasi sopir maupun pemerintah daerah, penggunaan jalur alternatif disebut
sebagai "solusi terbaik", "rasional", dan "lebih cepat". Narasi semacam ini membentuk citra
bahwa keputusan tersebut adalah pilihan bebas dan logis. Padahal, sebagaimana dikemukakan
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oleh Marcuse (1964), kebebasan semu merupakan ciri masyarakat satu dimensi—di mana
individu merasa bebas memilih padahal pilihan itu sudah ditentukan oleh sistem dominan.

Foucault (1975) menambahkan bahwa kekuasaan modern tidak hanya bekerja secara
koersif, tetapi mengatur melalui disiplin dan pembentukan subjektivitas. Dalam kasus ini, para
actor baik sopir, warga, maupun pemangku kebijakan telah menerima logika efisiensi sebagai
norma tunggal, mengaburkan alternatif lainnya yang lebih adil secara sosial. Bahkan, keputusan
untuk tidak melibatkan warga dalam penataan lalu lintas dianggap “bukan bagian dari masalah”.

Zizek (2008) dalam Violence: Six Sideways Reflections menyebut bahwa kekerasan
sistemik terjadi justru ketika struktur sosial berjalan secara "normal", tetapi menyebabkan
kerusakan sosial yang tidak terlihat secara langsung. Fenomena jalur truk di Srumbung adalah
contoh konkret bagaimana wacana kebebasan dan efisiensi menyembunyikan kekerasan
struktural terhadap ruang sosial warga.

Pengabaian Partisipasi Warga Dalam Tata Ruang

Ketiadaan forum partisipatif dalam penentuan jalur truk menjadi bentuk dominasi
prosedural atas warga. Habermas (1989) dalam The Structural Transformation of the Public
Sphere menyatakan bahwa ketika ruang publik tidak menyediakan kanal deliberatif, maka
kebijakan akan bersifat eksklusif dan menindas. Warga Srumbung hanya menjadi penerima
dampak, bukan subjek yang dilibatkan dalam perencanaan.

Young (1990) menegaskan bahwa keadilan bukan hanya soal hasil (outcome), tetapi juga
soal prosedur dan representasi. Dalam banyak kasus, seperti yang ditemukan oleh Safitri &
Novianto (2019) di konteks pendidikan madrasah, representasi warga atau kelompok lemah dalam
pengambilan keputusan menjadi kunci bagi keadilan substantif. Castells (1996) juga menyoroti
pentingnya partisipasi komunitas dalam menghadapi tekanan globalisasi, termasuk dalam tata
kelola ruang. Ketiadaan suara warga dalam keputusan logistik ini mereproduksi ketimpangan
kekuasaan dan menjadikan desa sebagai entitas subordinat dari kebijakan pusat dan korporasi.

Perlawanan Simbolik Dan Strategi Bertahan Masyarakat

Masyarakat Srumbung menunjukkan bentuk resistensi simbolik terhadap tekanan
struktural yang mereka alami. Aksi seperti pemasangan spanduk bertuliskan “Jalur Ini Bukan
untuk Truk”, patroli mandiri, hingga penghidupan kembali tradisi doa tolak bala merupakan
ekspresi dari bentuk perlawanan kultural. Hal ini sejalan dengan pandangan James C. Scott (1985)
dalam Weapons of the Weak, yang menjelaskan bahwa kelompok marjinal tidak sepenuhnya
pasif; mereka mengembangkan strategi perlawanan melalui simbol dan budaya sehari-hari.

Kajian Mustofa dan Novianto (2022) tentang generasi Metaverse menyoroti pentingnya
nilai lokal dan spiritualitas dalam membentuk kesadaran kritis kolektif. Dalam konteks
Srumbung, dimensi tersebut menjadi fondasi dalam membangun solidaritas warga. Giddens
(1984) menegaskan bahwa masyarakat memiliki agency atau kapasitas untuk bertindak, bahkan
dalam struktur sosial yang represif.

Temuan dari Nugraha dan Novianto (2022) juga menunjukkan bahwa pelestarian
lingkungan yang didasarkan pada kearifan lokal merupakan bentuk strategi bertahan terhadap
tekanan pembangunan yang cenderung eksploitatif. Warga Srumbung dengan demikian tampil
bukan sekadar sebagai korban kebijakan, melainkan sebagai pelaku resistensi yang memiliki
legitimasi kultural dan etis dalam mempertahankan ruang hidupnya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengemudi truk menggunakan jalur
permukiman mencerminkan dominasi logika kapitalistik atas ruang sosial. Dalam pandangan
Marcuse (1964), kebebasan semu semacam ini merupakan bentuk toleransi represif yang
secara tidak langsung melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan. Foucault (1975)
menambahkan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui mekanisme kontrol halus seperti
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teknologi GPS dan target waktu, yang membuat kepatuhan berlangsung tanpa paksaan
eksplisit.

Realitas ini mencerminkan pergeseran ruang publik menjadi ruang fungsional
kapitalistik, sejalan dengan pemikiran Habermas (1989) dan Sennett (1977), yang menyatakan
bahwa rasionalitas instrumental mengikis partisipasi warga dalam mengelola ruang hidup.
Lefebvre (1991) dan Soja (2010) menekankan pentingnya keadilan spasial melalui
keterlibatan aktif masyarakat dalam produksi ruang. Namun demikian, warga menunjukkan
resistensi simbolik melalui pemasangan spanduk, doa tolak bala, dan patroli sukarela. Scott
(1985) menyebut bentuk-bentuk ini sebagai weapons of the weak, yakni strategi perlawanan
dari kelompok subordinat. Tindakan tersebut merupakan ekspresi agency (Giddens, 1984),
yakni kapasitas bertindak dalam struktur yang menekan.

Nilai-nilai lokal menjadi fondasi kesadaran kolektif. Kajian Mustofa dan Novianto
(2022) serta Nugraha dan Novianto (2022) menegaskan bahwa spiritualitas dan kearifan lokal
mampu menjadi penyangga terhadap tekanan eksternal. Masyarakat tidak semata menjadi
objek kebijakan, tetapi aktor aktif yang mereproduksi nilai-nilai sosial demi mempertahankan
martabat ruang hidup mereka.
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